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Salah satu akibat hukum yang berdampak pada kepemilikan harta setelah
dilangsungkannya perkawinan adalah harta bersama. Hal ini memberikan
permasalahan dalam hal perkawinan tersebut merupakan perkawinan
campuran dimana perkawinan ini dapat membatasi hak-hak WNI atas
kepemilikan harta, khususnya kepemilikan hak atas tanah. Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengesampingan hukum
agar tidak terjadinya percampuran harta akibat perkawinan dengan
memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang perlu disahkan oleh
pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris. Namun, sering terjadi
perjanjian perkawinan tersebut tidak dilampirkan pada saat pencatatan
perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul sehubungan dengan
tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi
kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari
penelitian ini  menunjukkan bahwa tidak dicatatkannya perjanjian
perkawinan dalam perkawinan campuran tidak mempengaruhi keberlakukan
dari perjanjian perkawinan itu sendiri, hanya saja perjanjian perkawinan
tersebut tidak memenuhi asas publisitas dimana hal ini dapat berpengaruh
kepada pihak ketiga.

Kata kunci: akibat hukum; perjanjian perkawinan; tidak dicatat; perkawinan
campuran.

One of legal implications of marriage to ownership of treasure is the marital
property. This may raise issues in the event of such marriage is considered
as mixed marriage, in which the mixed marriage may limit the Indonesian
Citizen’s rights of property ownership, especially in ownership of rights of
land. Law No. 1 of 1974 on Marriage provides waivers to prevent marital
property by granting the prenuptial agreement which shall be ratified by the
employees of marriage registry office or Notary. However, such prenuptial
agreement is often not attached in the moment of the mixed marriage held
abroad is registered to the marriage registry office. The objective of this
study was to determine the legal consequences that arise on not registering a
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prenuptial agreement in a mixed marriage. This study is a normative
juridical study by conducting literature study and analysis on the prevailing
laws and regulations. The result of this study shows that the failure to
register such prenuptial agreement does not affect the legal binding of the
prenuptial agreement, however such prenuptial agreement may not fulfill the
publicity principle which may affect to third party.

Keywords: because of law; marriage agreement; not recorded; mix
marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipungkiri
seiring dengan berjalannya waktu menjadi peristiwa yang sangat besar kemungkinannya
dialami dalam kehidupan manusia dimana laki-laki dan perempuan memiliki tujuan untuk
membentuk suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan secara
fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan
akan harga diri dan kebutuhan terhadap aktualisasi diri sebagai manusia (Erwinsyahbana,
2012) Menurut Wirjono Projodikoro, “Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan yang memenuhi persyaratan tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya
perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman"
(Erwinsyahbana, 2012). R. Subekti berpendapat bahwa “perkawinan adalah pertalian yang sah
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Dari pengertian-
pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan sendiri memiliki unsur-unsur dimana
terdapat pertalian atau perikatan yang mengikat secara lahir dan batin yang terjadi antara laki-
laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk hidup bersama untuk waktu yang lama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai
“UU Perkawinan’’) memberikan pengertian yang lebih konkret sehubungan dengan perkawinan
dimana dalam Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan Perkawinan ialah “ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.
Untuk mengatakan suatu perkawinan adalah sah, UU Perkawinan kemudian memberikan
ketentuan mengenai beberapa persyaratan sahnya perkawinan, yang kemudian dibedakan
menjadi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil ialah “syarat yang mengenai pribadi
calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan”, sedangkan syarat formil ialah
“syarat yang mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat
pelangsungan perkawinan” (Darmabrata, 2015) Syarat materil terbagi kembali menjadi dua,
yaitu: “(i) syarat materil absolut, dimana pria dan wanita (kedua calon) dalam situasi tidak
kawin, usia harus memenuhi ketentuan peraturan Rumusan masalah minimal terdiri dari dua
permasalahan. Rumusan masalah harus singkat, jelas dan padat serta menggambarkan judul
penelitian. perundang-undangan yang berlaku, serta telah melewati waktu tunggu bagi wanita;
dan (ii) syarat materil relatif dimana para calon mempelai tidak memiliki hubungan darah atau
keluarga yang sangat dekat, tidak pernah melakukan overspel (perzinahan) dan tidak pernah
melakukan reparatie huwelijk (kawin ulang) untuk yang ketiga kalinya” (Cahyani, 2020).
Selanjutnya, terkait dengan syarat formil terkait perkawinan sendiri telah diatur dan merujuk
pada ketentuan dalam UU Perkawinan.
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Salah satu syarat formil perkawinan ialah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU
Perkawinan, bahwa dalam ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaanya, dan syarat pencatatan perkawinan, yang diatur
dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan
pelaksana Undang-Undang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Perkawinan, yang memberikan ketentuan dalam Bab Il Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
bahwa “pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan melalui lembaga catatan sipil bagi
mereka yang pernikahannya tidak dilakukan berdasarkan agama Islam, dan melalui Kantor
Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang melakukan pernikahan secara agama Islam™.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tersebut juga berlaku untuk perkawinan
yang dilaksanakan di luar Indonesia. Perkawinan di Luar Negeri diatur dalam Pasal 56 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

(1) “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara
Indonesia, atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana
perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar
ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-istri itu kembali di wilayah Indonesia,
surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan tempat
tinggal mereka”.

Dalam hal ini, perkawinan sebagaimana dimaksud harus dicatatkan berdasarkan
ketentuan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat 4 Undang-Undang
Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan tersebut kemudian dilaporkan oleh yang
bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang
bersangkutan kembali ke Indonesia”. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Presiden No. 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
“pelaporan tersebut harus disertai dengan bukti pelaporan atau pencatatan perkawinan di luar
negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.” Saat ini, Peraturan Presiden tersebut telah dicabut dan
telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perkawinan sebagaimana dimaksud tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap
bagaimana harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri. Harta benda sendiri merupakan
sebuah aspek penting yang menjadi sarana keberlangsungan kehidupan rumah tangga dalam
perkawinan dimana harta benda sendiri merupakan salah satu faktor material yang memberikan
pengaruh terhadap keberlangsungan dari perkawinan itu sendiri dan merupakan ranah perdata
yang dapat menimbulkan konflik apabila terjadi perselisihan atas hal tersebut. UU Perkawinan
sendiri memberikan pengaturan terhadap harta benda dalam perkawinan yang dituangkan pada
Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan bahwa “setelah terjadinya perkawinan, harta benda yang diperoleh oleh suami dan
istri selama masa perkawinan dikatakan sebagai harta bersama.” Hal ini memberikan arti
bahwa seluruh tindakan yang dilakukan atas harta bersama tersebut, termasuk namun tidak
terbatas pada tindakan penguasaan dan pengurusan atas harta bersama tersebut, harus
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memerlukan persetujuan dari suami atau istri atas setiap tindakan hukum yang dilakukan
terhadap harta bersama tersebut (Prasetyawan, 2018). Sehingga, dengan terikatnya suami dan
istri dalam sebuah perkawinan menimbulkan adanya percampuran harta yang diperoleh oleh
suami dan istri selama masa perkawinan tersebut berlangsung dan pengurusan atas harta
bersama tersebut harus dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Sehubungan
dengan terjadinya percampuran harta yang terjadi akibat perkawinan, hal ini tentu memberikan
permasalahan dalam hal terjadinya perkawinan campuran dalam hal perkawinan terjadi antara
Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “WNI”) dan Warga Negara Asing
(selanjutnya disebut sebagai “WNA”).

Dengan adanya percampuran harta yang terjadi akibat perkawinan, hal ini menimbulkan
permasalahan terkait dengan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan antara WNI dan
WNA, khususnya terkait dengan kepemilikan harta bersama berupa tanah. WNI yang
melangsungkan perkawinan dengan WNA setelah perkawinan tidak diperbolehkan untuk
memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, ataupun Hak Guna
Bangunan. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan
dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama sehingga menimbulkan adanya percampuran harta dan menyebabkan
WNA yang menjadi pasangan dari WNI tersebut turut menjadi pemilik atas harta bersama
tersebut. Oleh karena itu, harta WNI tersebut menjadi satu dengan WNA sehingga haknya
untuk dapat memiliki hak atas tanah menjadi terbatas layaknya WNA.

WNI yang ingin tetap memiliki hak atas tanah setelah melakukan perkawinan dengan
WNA, pasangan WNA dan WNI tersebut harus membuat perjanjian perkawinan yang secara
khusus mengatur mengenai pemisahan harta yang diperoleh pada saat perkawinan. Perjanjian
perkawinan, atau sering juga disebut sebagai perjanjian pra-nikah atau prenuptial agreement,
“merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama antara laki-laki dan
perempuan pada saat atau sebelum perkawinan” (Purnomo, 2021). UU Perkawinan
memberikan keleluasan bagi suami dan istri untuk dapat membuat perjanjian perkawinan
dengan ketentuan sebagaimana merujuk pada Pasal 29 UU Perkawinan, dimana “dalam hal
suami dan istri mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan, dimana isi atas perjanjian pernikahan tersebut juga dapat berlaku kepada pihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.” Perjanjian perkawinan yang disahkan oleh
pegawai pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta perkawinan
yang mana perjanjian itu dicatatkan pada akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga
mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku pula
bagi pihak ketiga (Prasetyawan, 2018). Namun, banyak kasus yang terjadi pada saat pencatatan
perkawinan antara WNA dan WNI tersebut tidak menyertakan atau lupa melampirkan
perjanjian perkawinan tersebut.

Permasalahan tersebut sebagaimana Penetapan Nomor 969/PDT.P/2016/PN.SBY. Pada
tanggal 26 Juni 2016, pasangan Logan Trian (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemohon 17),
warga negara Australia dan Mariskha Halim (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”)
, warga negara Indonesia (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pemohon”)
melangsungkan perkawinannya di Chua Phuoc Hue, Wetherhill Park, New South Wales,
Australia dan dicatat dalam sebuah Marriage Certificate atau Akta Perkawinan yang
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diterbitkan oleh New South Wales Births, Deaths, and Marriage Registration atau Kantor
Pendaftaran Kelahiran, Kematian, dan Perkawinan New South Wales — Australia dengan
Nomor: 559109 / 2016. Setelah itu, pada tanggal 30 Juni 2016, perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il juga dicatatkan dan dilaporkan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di
Sidney — Australia dengan Nomor: 1189/KWN/SYD/KONS/V1/2016.

Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 2016, Pemohon | dan Pemohon Il juga telah
melakukan proses pencatatan dan pelaporan Perkawinan Luar Negeri pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (untuk selanjutnya disebut sebagai
“Dukcapil Kota Surabaya”) sebagaimana Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 51 / 2016
tanggal 18 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penduduk dan Catatan Sipil
Kota Surabaya. Pada saat Pemohon | dan Pemohon Il melakukan proses pelaporan
perkawinannya pada Direktorat Jenderal Penduduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Pemohon
| dan Pemohon Il lupa untuk melampirkan Akta Perjanjian Kawin yang sebelumnya telah
dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto S.H., Notaris di Surabaya,
yaitu Akta Perjanjian Kawin No. 68 tanggal 29 Februari 2016 mengenai Pisah Harta antara
Pemohon | dan Pemohon Il (untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta Perjanjian Kawin). Oleh
karena itu, dalam tulisan ini penulis ingin menganalisa terkait dengan Keabsahan Perkawinan
Campuran dan Keabsahan Perjanjian  Perkawinan dalam  Penetapan  Nomor
969/PDT.P/2016/PN.SBY.

PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalah tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut
pertama, Bagaimana perjanjian perkawinan terhadap harta bersama serta kepemilikan hak atas
tanah? kedua, bagaimana akibat hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam
perkawinan campuran?

METODOLOGI

Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian
hukum yang berpedoman terhadap kaidah-kaidah atau norma hukum tertulis maupun tidak
tertulis. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dari kepustakaan dan dari media lain selain responden dan narasumber dimana data
ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Mamudji, 2018).

Data di analisis berdasarkan metode kualitatif dimana fokus pada hal yang bersifat
umum terciptanya suatu gejala dalam suatu peristiwa dengan menggunakan kaidah hukum
positif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh dari suatu pola yang terjadi
dimasyarakat. (Mamudji, 2018).

PEMBAHASAN

Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015
Perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan adalah suatu

perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami isteri pada saat atau sebelum perkawinan
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berlangsung. Hal ini mengisyaratkan bahwa perjanjian perkawinan sendiri tidak diisyaratkan
harus berbentuk akta autentik, namun cukup dengan bentuk tertulis saja (Adonara, 2020). Lebih
lanjut, Mahkamah Konstitusi juga telah menerbitkan Putusan Nomor 69/PUU-XI111/2015 yang
memberikan perluasan makna pada Pasal 29 UU Perkawinan yang belum terakomodir secara
menyeluruh, dimana inti pokok dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah seputar
pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai telah mengubah dan menambah norma dari
suatu perjanjian perkawinan yang diatur oleh Pasal 29 UU Perkawinan. Adapun beberapa
perubahannya adalah sebagai berikut:

1. “Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat
sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sesudah Putusan Mahkamah
Konstitusi perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat perkawinan
dilangsungkan atau dalam masa ikatan perkawinan.

2. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan
dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan, Sesudah Putusan Mahkmah
Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan
perkawinan atau Notaris.

3. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan mulai berlaku pada
saat setelah dilangsungkannya perkawinan, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi
perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya
perkawinan, atau sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

4. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diubah
dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan itu tidak merugikan
pihak ketiga, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan bisa
diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan dan
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.” (Prasetyawan, 2018)

Perjanjian perkawinan umumnya dibuat dengan akta Notaris. Akta Notaris adalah alat
bukti otentik, yang mana berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dijelaskan bahwa “akta otentik
adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di
hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Pejabat umum
yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Notaris sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “UUJN”)
bahwa Notaris adalah “pejabat umum, yang berwenang untuk membuatkan akta otentik dan
memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau Undang-Undang
lainnya.” Lebih lanjut, kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dijelaskan dalam
Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan
dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dengan Dberlakunya Putusan Nomor 69/PUU-XI11/2015 telah memberikan
kewenangan lebih kepada Notaris sehubungan dengan pengesahan perjanjian perkawinan.
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Pengesahan yang dilakukan oleh Notaris tentunya berbeda dengan Catatan Sipil. Para pihak
dapat membuat perjanjian perkawinan bukan dalam bentuk akta notaril kemudian dilegalisasi
atau disahkan oleh Notaris untuk kemudian dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.
Sehingga dengan keluarnya Putusan Nomor 69/PUU-XI11/2015 perjanjian perkawinan dapat
dibuat dengan bentuk perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi/disahkan oleh Notaris.
Namun berdasarkan ketentuan dari Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan
Perjanjian Perkawinan (“Surat Dirjen 472.2/2017”), perjanjian perkawinan dapat dibuat
sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta Notaris dan dilaporkan
kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana (Adonara,
2020) Sehingga berdasarkan aturan tersebut perjanjian perkawinan tetap harus dibuat dalam
bentuk akta Notaris. Dalam Penetapan Nomor 969/PDT.P/2016/PN.SBY. ini, Para Pemohon
telah membuat Akta Perjanjian Kawin Nomor 68 tanggal 29 Februari 2016 sedangkan
perkawinan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2016, dimana perjanjian tersebut telah dibuat di
hadapan Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto S.H., Notaris di Surabaya. Dengan ini, dapat
dikatakan bahwa Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Para Pemohon merupakan akta
otentik, dimana sifat dari akta otentik yaitu memiliki kekuatan bukti sempurna bagi kedudukan
hukum para pihak di dalam lingkup hukum privat (Akbar, 2021).

Sebagaimana telah disampaikan pada pendahuluan tulisan ini sehubungan dengan
akibat hukum yang terjadi karena adanya perkawinan, sebagaimana merujuk pada Pasal 35 UU
Perkawinan, adalah adanya percampuran harta antara suami dan istri yang diperoleh selama
masa perkawinan dilangsungkan. Pasal 36 ayat (2) memberikan pembatasan mengenai harta
bawaan dimana harta bawaan masing-masing suami dan isteri menjadi hak sepenuhnya dari
suami isteri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Widanarti, 2018)
Dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Harta bawaan merupakan harta
yang dibawa dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan, dimana penguasaanya berada pada masing-masing pihak
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Berbeda halnya dengan harta yang diperolah oleh
suami dan atau isteri selama perkawinan, dimana harta tersebut menjadi tercampur dan
menjadikannya sebagai harta bersama. Dengan adanya percampuran harta yang diperoleh
selama perkawinan tersebut, suami dan istri harus mendapatkan persetujuan pasangan dalam
hal akan melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan harta bersama tersebut. Perjanjian
perkawinan ini diperlukan khususnya untuk perkawinan campuran guna memberikan
pengesampingan ketentuan sehubungan dengan adanya percampuran harta yang terjadi setelah
perkawinan berlangsung. Disatu sisi, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
Warga Negara Asing (WNA) tidak diperbolenkan mempunyai hak atas tanah di Indonesia
seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, ataupun Hak Guna Bangunan.

Dengan adanya peraturan terkait dengan percampuran harta sebagaimana merujuk pada
ketentuan UU Perkawinan, hal ini akan berpengaruh pada hak dari Warga Negara Indonesia
(WNI) yang melakukan perkawinan dengan WNA, dimana karena ada percampuran harta
setelah pelaksanaan perkawinan, WNI tersebut juga akan kehilangan hak untuk dapat memiliki
hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan di Indonesia.
Agar WNI tetap dapat memiliki hak untuk dapat memiliki hak atas tanah berupa Hak Milik,
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Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan, WNI yang melangsungkan perkawinan dengan
WNA perlu membuat perjanjian perkawinan sehingga tidak terjadi adanya percampuran harta
antara WNI dan WNA tersebut setelah perkawinan terjadi.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran antara WNI
dengan WNA, biasanya akan dibuatkan dalam dua bahasa, dikarenakan salah satu pihak yang
merupakan WNA tidak mengerti atau kurang mengerti Bahasa Indonesia. Sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya pada Penetapan Nomor 969/PDT.P/2016/PN.SBY. ini bahwa Logan
Trian (suami) merupakan WNA asal Australia, sehingga dalam pembuatan akta perjanjian
perkawinan dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Berdasarkan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu
Kebangsaan (selanjutnya disebut sebagai “UU Bahasa”), penyusunan nota kesepahaman atau
perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia wajib menggunakan Bahasa
Indonesia; adapun dalam hal perjanjian melibatkan pihak asing juga ditulis dalam Bahasa
Inggris. Hal ini mengindikasikan bahwa pembuatan akta dalam bahasa asing diperbolehkan
dengan kewajiban untuk tetap menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia (Akbar, 2021).
Selain itu, pada Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan
Bahasa Indonesia, diperjelas bahwa “bahasa Inggris digunakan sebagai padanan atau
terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau
perjanjian dengan pihak asing tersebut”. Kemudian dalam ayat (4) dijelaskan bahwa “dengan
tidak mengenyampingkan kebebasan bahasa yang berlaku dalam perjanjian tersebut dapat
ditentukan dalam nota kesepahaman atau perjanjian tersebut.”

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil

Dalam Penetapan Nomor 969/PDT.P/2016/PN.SBY. ini, dapat diketahui bahwa Para
Pemohon telah membuat Akta Perjanjian Kawin Nomor 68 tanggal 29 Februari 2016
sedangkan perkawinan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2016. Hal ini berarti,
Akta Perjanjian Kawin Nomor 68 tanggal 29 Februari 2016 tersebut telah dibuat sebelum
dilangsungkannya perkawinan Para Pemohon. Hal ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 29
Ayat 1 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimana
dalam peraturan tersebut perjanjian perkawinan tersebut dapat dilakukan sebelum
pelaksanaan perkawinan. Pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat mengesahkan atau
mencatatkan Akta Perjanjian Kawin tersebut adalah pegawai pencatat perkawinan yang
dalam kasus ini berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Hal ini
menunjukan bahwa permohonan Para Pemohon yang dalam petitumnya meminta Hakim
untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
untuk mencatat dan mendaftarkan Perjanjian Kawin tersebut telah benar dan sesuai dengan
Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Perkawinan, perubahan akan perjanjian
perkawinan dimungkinkan jika disetujui kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menunjukan
bahwa terdapat kemungkinan untuk perjanjian perkawinan yang dalam hal ini perubahan
perjanjian perkawinan dicatatkan dan didaftarkan setelah perkawinan dilangsungkan. Hal
tersebut diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
yang membuka kemungkinan perjanjian perkawinan untuk dibuat setelah perkawinan
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dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukan bahwa seharusnya permohonan
Para Pemohon dalam kasus ini yang lalai melampirkan Akta Perjanjian Kawin yang telah
dibuat sebelum perkawinan untuk dapat didaftarkan agar dicatatkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diterima oleh Hakim. Sehingga putusan
Hakim untuk menerima permohonan ini sudah tepat.

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah serta mengikat
bagi para pihak dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1320 KUHPerdata, dimana syarat-syarat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian
harus memenuhi paling tidak syarat-syarat sebagai berikut: “sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan
suatu sebab yang halal”.

Sehingga, dalam hal para pihak mengadakan perjanjian perkawinan tanpa pencatatan
pun, selama isi perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku, norma-norma yang berlaku serta kesusilaan, perjanjian perkawinan ini tetap
mengikat para pihak. Namun implikasi yang dapat terjadi kepada perjanjian perkawinan
yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat perkawinan yaitu perjanjian tersebut tidak
mengikat untuk pihak ketiga dan hanya berlaku kepada para pihak yang membuatnya
(Prasetyawan, 2018).

Pencatatan perjanjian perkawinan sangat penting bagi Para Pemohon yaitu Logan
Trian dan Mariskha Halim, karena hal ini mempengaruhi harta kekayaan dari Para Pemohon
dan bahkan mempengaruhi haknya terutama terhadap hak yang khusus diberikan kepada
Warga Negara Indonesia yang dalam kasus ini adalah hak bagi Mariskha Halim. Dalam hal
tidak terjadi perpisahan harta perkawinan maka hak Mariskha Halim yang diberikan oleh
Negara dimana hak tersebut tidak diberikan kepada Warga Negara Asing dimungkinkan
untuk tidak menjadi hak dari Mariskha Halim lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari hak untuk
memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan yang pada awalnya
dimiliki Mariskha Halim, apabila Para Pemohon tidak membuat Akta Perjanijan Kawin, maka
hak-hak yang dimiliki oleh Mariskha Halim tersebut menjadi hilang karena adanya
percampuran harta sebagaimana ketentuan dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu,
pemisahan harta kekayaan yang dalam hal ini melalui perjanjian perkawinan sangat penting
bagi Para Pemohon karena mempengaruhi hak dari masing-masing pihak. Selain itu, dalam
perkawinan tentunya tindakan hukum yang dilakukan oleh suami isteri sering melibatkan
pihak ketiga, seperti halnya pemilikan hak atas tanah. Sehingga diperlukan pencatatan
perjanjian perkawinan untuk memenuhi unsur publisitas agar pihak ketiga mengetahui dan
mengikat pihak ketiga.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan campuran,
perjanjian perkawinan memiliki peranan penting khususnya terkait dengan kepemilikan dari
harta bersama suami dan istri setelah dilangsungkannya perkawinan. Dengan adanya perjanjian
perkawinan, suami dan istri dapat memperjanjikan perihal terkait dengan pemisahan harta
suami dan harta istri sehingga tidak terjadi percampuran harta sebagaimana ketentuan dalam
UU Perkawinan. Dalam analisis penelitian ini, titik berat dari pentingnya perjanjian perkawinan
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sendiri yaitu memberikan perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh Negara kepada warga
negara Indonesia, khususnya terkait hak atas kepemilikan tanah di Indonesia.

Namun, perlu menjadi perhatian dari adanya analisa dari Penetapan Nomor
969/PDT.P/2016/PN.SBY., dalam hal para pihak lalai untuk mencatatkan perjanjian
perkawinan tersebut tidak menjadikan perjanjian perkawinan tidak mengikat dan berlaku secara
hukum kepada kedua belah pihak, tetapi hanya tidak memenuhi asas publisitas sebagaimana
dipersyaratkan dalam UU Perkawinan dan peraturan turunannya dimana perjanjian perkawinan
tersebut harus dicatatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan sehingga atas perjanjian
perkawinan tersebut dapat juga berlaku mengikat bagi pihak ketiga.
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